
    BAB III 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  analisis terhadap  hasil penelitian mengenai  Urgensitas  Penerapan

Asas Pembuktian terbalik seperti yang  telah diuraikan  dalam bab-bab  sebelumnya

dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi 

adalah :

a. Memberikan  hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan  demikian  akan tercipta

suatu keseimbangan atas pelanggaran asas  praduga tak  bersalah (presumption

of innocence).

b. Membuka  akses  pengadilan untuk menindak semua pelaku dan jaringan yang 

terlibat  dalam korupsi, melalui  upaya  terdakwa  melakukan  pembelaan dan

mengungkap  bahwa dirinya tidak bersalah.

c. Mengarahkan pendidikan moral  bangsa  khususnya  pegawai negeri dan

penyelenggara negara ke arah moral yang terpuji.

d. Terciptanya suatu sistem penegakan hukum yang betul-betul memberikan

jaminan, akan tetapi tetap memperhatikan  aspek hak  yang  melekat  pada  tiap
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individu sebagai subyek hukum, oleh karena itu bagi tegaknya hukum di Negara

Republik Indonesia dengan asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap

pengungkapan secara tuntas terkait asal usul dan aset-aset yang diduga dari  hasil 

korupsi.

2. Kelebihan dari adanya asas pembuktian terbalik adalah:

a. Terbukanya akses pengadilan untuk menindak semua  pelaku  dan jaringan yang 

terlibat  dalam  korupsi, melalui  upaya  terdakwa  melakukan  pembelaan dan

mengungkap  bahwa dirinya tidak bersalah.

b. Pada sistem pembuktian terbalik ini sebagai konsekuensinya, maka kepada 

terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan  bahwa  ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi

c. ketentuan yang terdapat pada Pasal 12 a dan 12 b yang mengatur mengenai

pembuktian terbalik yang dikenal dengan gratifikasi, akan dapat mengarahkan

pendidikan moral  bangsa  khususnya  pegawai negeri dan penyelenggara negara

ke arah moral yang terpuji.

dan kekurangan atau kelemahan dari asas pembuktian terbalik adalah :

a. Kurang jelasnya aturan yang mengatur dimana letak pembuktian terbalik 

didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. 
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b. Penerapan pembuktian terbalik tidak berjalan efektif karena masih diterapkannya

asas retroaktif.

c. Mengenai  penyitaan atau pengembalian aset terdakwa atau ahli warisnya yang

diduga hasil korupsi, dilakukan melalui gugatan perdata oleh kejaksaan (Pasal

38 C).

d. Ketentuan mengenai gratifikasi diatur sedemikian rupa untuk menjerat koruptor

dengan pembuktian terbalik, sementara  pasal lain seakan-akan memberikan

peluang pada tindak pidana korupsi sehingga menjadi sangat kontradiktif.

B. Saran

1. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu

laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus

terbuka untuk masyarakat luas (transparency).

2. Pelaksanaan  pembuktian  terbalik terbatas ini hendaknya dapat diterapkan secara 

konsisten dan benar oleh aparat  penegak  hukum, sehingga  apa yang diharapkan

oleh undang-undang dan bangsa Indonesia dapat tercapai, yaitu tegaknya hukum di

Negara Republik Indonesia dan terciptanya negara yang bersih dari tindak pidana

korupsi.
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